BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Jepara

Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah, dalam pelaksanaannya ada
yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak sehingga perlu diadakan
peninjauan kembali,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209),

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11,

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 3), Sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Air Tanah ( Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 407).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 407) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 21, disisipkan 1 (satu) angka, yakni
angka 21a,sehingga berbunyi sebagai berikut :
21la.Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, selanjutnya disingkat
SPOPD,
melaporkan data subyek dan objek Pajak Air Tanah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk



2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Setiap pengambilan air tanah wajib didaftarkan di DPPKAD dengan
mengisi formulir pendaftaran dalam bentuk SPOPD.

(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap,
dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dan harus dikembalikan
kepada DPPKAD dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(3) DPPKAD mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan dalam
Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan
sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD).

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data subjek dan objek pajak dengan
menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan dengan dengan
jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Kepala DPPKAD bersama Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan
ESDM dapat melakukan pendataan dan penghitungan kembali terhadap
laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan melihat meteran atau
data-data lainnya yang dimiliki Wajib Pajak.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(5) Dalam hal pendataan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3)
dan pada bulan berikutnya didapati bahwa pemakaian air tanah
sebagaimana tersebut dalam meteran air terdapat kekurangan atau
kelebihan pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada
bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air.

(6) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan
pada Kepala DPPKAD.,

(7) Bentuk, isi dan tata pengisian SPOPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah yang diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Juli 2015

ATI JEPARA,
.
7 7/
AHMAD MARZUQI
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,
OLIH
BERI

DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR ... 19



LAMPIRAN PERATURAN PAT] JEP,
PERATURAN BUPAT] JEPARA
TANGGAL : 7 Juli 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Jin. : Kartini No. 1 Telp. (0291) 595243
JEPARA

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR TANAH

Nomor Berkas
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak

Alamat Usaha

Nomor / Tanggal ljin

Volume Air yang diijinkan

Peruntukan

Bagian Bulan

Tahun 2

PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

) PENUNJUKAN METER AIR
HARI INI : M3
BULAN LALU - M3
VOLUME PEMAKAIAN AIR - Ve

2. TANPA METERAN AIR
DEBIT AIR LT/DETIK : M3
PENGGUNAAN 1 HARI JAM 1 Jam
PENGGUNAAN 1 bulan - Hari

KETERANGAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat
ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pemenuhan pengisian SPOPD ini,
kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

WAJIB PAJAK

PATI JEPARA,
_ ﬂ/u
7

AHMAD MARZUQI




